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KATA PENGANTAR 

 

Pujastuti  Angayubagia kami panjatkan kehadapan Tuhan Hyang Maha Esa/Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2021 dapat diselesaikan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permenpan 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

sebagai media pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang sudah ditetapkan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan tujuan untuk 

mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai salah 

satu prasarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terpercaya. 

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam proses 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini 

kami ucapkan terimakasih. 

 

 

Bali,      Januari 2022 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) serta Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah inilah 

instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah menyusun rencana strategis berbasis 

kinerja, mengukur capaian dan melaporkan kinerjanya. Ini mencerminkan perwujudan 

adanya political will pemerintah untuk segera memperbaiki akuntabilitas publik dalam rangka 

mewujudkan good governance di Negara ini. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu maka 

disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP adalah 

merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintah sebagaimana pernyataan yang 

tercantum pada Rencana Strategik Provinsi Bali 

LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2021 ini disusun sebagai perwujudan 

pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam 

pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Bali disajikan tentang keberhasilan dan 

kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan 

pola pengukuran kinerja yang dimulai dari Rencana Strategik dan berakhir pada pengukuran 

kinerja atas kegiatan dan sasaran yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil 

(outcome) dan kegiatan tahun 2021, sedangkan manfaat (benefit) dan dampak (impact) 

belum bisa diukur karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk penelitiannya, namun 

dalam jangka pendek berdasarkan pengukuran data yang ada sudah dapat dirasakan 

menfaatnya sekaligus juga dampaknya. 

Mengacu kepada Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Dokumen Pelakasanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2021 pengukuran terhadap kinerja dan sasaran, angka capaiannya 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas, angka 

capaiannya yaitu 18 destinasi.  

2. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di 

kabupaten/kota Provinsi Bali, angka capaiannya tidak ada dikarenakan tidak 

adanya target disebabkan karena tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan yang 

menunjang sasaran tersebut. 
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3. Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global, angka 

capaiannya yiaitu 322.700.000 USD untuk jumlah devisa sektor pariwisata dan 

40% untuk persentase promosi pariwisata melalui media elektronik dan 

online/digital. 

4. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan, angka capainnya yaitu 0% untuk 

wisatawan mancanegara dan 50% untuk wisatawan nusantara. 

5. Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata, angka capainnya yaitu 13%. 

 

Pencapaian kinerja ini didorong oleh adanya kerja sama yang baik dari seluruh jajaran 

aparat pegawai dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta adanya kesungguhan dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). 

 

Bali,      Januari 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat 

dalamrangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, 

terukur, danlegitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan 

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut 

governance(pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut 

“good governance“ (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi 

kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua 

pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif 

menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos 

kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.  

 Desakan stakeholder akan pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dengan 

menjalankan prinsip-prinsipgood governanceyang meliputi transparansi dan rasa keadilan 

di dalam setiaporganisasi merupakan fenomena yang harus dicermati oleh setiap 

organisasi khususnya sektor  publik agar organisasi tersebut dapat dipercaya. Untuk 

membangun kepercayaan tersebut,maka organisasi sektor publik harus mampu 

memahami lingkungan dan budaya masyarakatdimana organsisasi sektor publik 

berada.Organisasi sektor publik banyak menjadi sorotan masyarakat karena 

organisasitersebut sering dianggap kurang akuntabel terhadap stakeholder atas apa yang 

dilakukankhususnya jika bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa fenomena 

di lapangan pada organisasi pemerintahan seperti adanya perilaku para pemimpin 

pemerintahan yangsering melakukan pencitraan lewat narsisme penyajian laporan kinerja 

pemerintahan, Peraturan Pemerintah yang kurang berpihak pada publik dan kadang 

bertentangan denganeksistensi budaya lokal,sehingga membutuhkan kajian yang lebih 

mendalam. Kajiantentang akuntabilitas pemerintah di suatu daerah menjadi penting agar 

tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 

 Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial 

pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada 

tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas 

kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya 

kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali 

(uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara 
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nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut 

benar benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. 

 Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah 

merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan 

dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang 

penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan 

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum 

tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP).Selanjutnya ketentuan tersebut diatur dalam Permenpan 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 

1999tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.dan Perpres Nomor 29 Tahun 

2014tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)serta Permenpan 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahbahwa setiap Pemerintah Daerah 

(Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP)kepada Gubernur, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, 

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat 

kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorongterwujudnya good governance. Dalam 

perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban 

kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga 

pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. 

 Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023, 

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2021, Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali 2021, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta memperhatikan Permenpan& RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi 
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Pemerintah,penyusunan LKjIP Tahun 2021ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana yangditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen 

perencanaan. Pencapaiansasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai 

pencapaian sasaran Renstra, Renja dan Tapkin dan realisasi pencapaian indikator 

sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai ataspencapaian kinerja dan 

pembandingan capaian indikator kinerja.  

 Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi 

Bali yang menjadi laporan kemajuanpenyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala OPD 

kepada Gubernur ini telah disusun dandikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. 

Realisasi yang dilaporkan dalam LKJiP inimerupakan hasil kegiatan Tahun 2021. 

  

a) SEKTOR PARIWISATA 

Sektor pariwisata di Provinsi Bali merupakan salah satu unggulan sebagai 

penyumbang devisa di negara kita serta menjadi sektor andalan karena menjadi lokomotif 

bagi pembangunan ekonomi Bali. Mengingat kepariwisataan merupakan sektor yang 

sangat terkait dengan sektor-sektor lainnya, maka sudah menjadi suatu kewajiban 

pemerintah maupun masyarakat untuk tetap menjaga, memelihara, menggali dan 

mengembangkan potensi kepariwisataan Bali agar tetap berkembang sesuai dengan 

filosofi Pariwisata Budaya yang sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2020 tentang Standar 

Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. 

Sektor pariwisata, sebagai andalan utama ekonomi Bali sangat rentan dipengaruhi 

perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, yang sifatnya baik lokal, 

regional, maupun global. Adanya berbagai peristiwa dan konflik pada beberapa daerah di 

Bali sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan Bali. Perkembangan Jumlah 

Kunjungan, Lama Tinggal maupun Pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara 

ke Daerah Bali sangat berfluktuasi sebagai akibat berbagai insiden, baik lokal, regional, 

maupun global. Pengembangan pariwisata ke depan perlu tetap mempertahankan 

kearifan lokal, serta keharmonisan antara pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan 

melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal serta pemberdayaan masyarakat 

lokal. 

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan citra kepariwisataan Bali,  

pembangunan sektor kepariwisataan Bali diarahkan untuk meningkatkan pembangunan 

kepariwisataan bagi perekonomian Daerah Bali dengan tetap memperhatikan pelestarian 

budaya dan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 

b).  Daya Tarik Wisata 

Daya Tarik Wisata sejatinya merupakan kata lain dari obyek wisata namun sesuai 

peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata obyek wisata sudah tidak relevan lagi 

untuk  menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka digunakanlah kata “ Daya Tarik 

Wisata” maka untuk mengetahui apa arti dan makna dari daya tarik wisata di bawah ini 

adalah beberapa definisi/pengertian mengenai DayaTarik Wisata menurut beberapa ahli : 
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 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daya Tarik 

Wisata dijelaskan sebagai usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, 

daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia. 

 Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Daya tarik wisata adalah 

usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata, baik wisata alam, budaya, dan 

buatan. 

Suatu daya tarik daerah tujuan wisata, bisa menarik untuk dikunjungi oleh 

wisatawan ketika bisa memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

 What to see 

Pada tempat tersebut harus ada daya tarik dan atraksi wisata yang berbeda dengan 

yang dipunyai di daerah lain. What to see terdiri dari pemandangan alam, kegiatan, 

kesenian, dan atraksi wisata. 

 What to do 

Di tempat wisata, selain banyak yang bisa dilihat dan disaksikan, tentunya juga harus 

disediakan fasilitas rekreasi yang bisa membuat para wisatawan betah untuk tinggal 

lebih lama di tempat tujuan wisata itu. 

 What to buy 

Tempat tujuan wisata harus ada beberapa fasilitas penunjang untuk berbelanja 

terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat yang bisa berfungsi sebagai oleh-oleh 

untuk dibawa pulang ketempat asal wisatawan tersebut. 

 

c).  Organisasi Kepariwisataan 

Organisasi Kepariwisataan adalah suatu badan yang langsung bertanggung jawab 

terhadap perumusan dan kebijakan kepariwisataan dalam lingkup nasional. 

 Sebagai lembaga yang bertanggung jawab tentang maju mundurnya pariwisata di 

suatu negara. 

 Lembaga yang bertanggung jawab tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan 

dan promosi kepariwisataan baik dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. 

 Bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian memperbaiki produk dan 

mengembangkan produk baru sesuai dengan ketentuan. 

 Melakukan koordinasi dan kerjasama  dengan departemen yang berkaitan dengan 

kegiatan kepariwisataan. 

 Sebagai badan yang mewakili negara dalam kegiatan dan percaturan kepariwisataan 

internasional 

d).  Sarana, Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata 

Sarana, Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata adalah semua fasilitas utama 

atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. 
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Termasuk sarana, prasarana umum, dan fasilitas pariwisata: 

 jaringan listrik, air, telekomunikasi; 

 fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata; 

 bangunan bercirikan arsitektur tradisional Bali; 

 penukaran valuta asing yang berizin; 

 anjungan tunai mandiri; 

 pusat kegiatan bisnis; 

 toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal; dan 

 pengelolaan sampah dan limbah. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah 

provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pilihan di bidang pariwisata sesuai 

PeraturanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);dan Peraturan Gubernur 

Bali Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali tersebut di atas, Struktur Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

3. Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM,  

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

4. 3 (Tiga) Sub Bagian dan 12 (Dua Belas) Seksi 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

a).  TUGAS DAN FUNGSI 

 Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi 

Bali, telah ditetapkan Dinas Pariwisata (DISPAR) Provinsi Bali sebagai Dinas yang 

mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, 

penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan Bidang Destinasi Pariwisata, 

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM,  Bidang Pemasaran Pariwisata dan 

Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Sekretariat.  
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugas 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai denganlingkup 

tugas 

3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas 

4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

a).  Maksud : 

Peranan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan 

hendaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, sehingga kesejahteraan 

masyarakat akan semakin meningkat. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan Bali 

harus diarahkan kepada  pembangunan pariwisata kerakyatan. Mengingat bahwa 

masyarakat Bali sebagian besar berdomisili di pedesaan dengan mata pencaharian 

sebagai petani, maka pembangunan sektor pariwisata dan sektor pertanian harus 

bersinergi dan saling menguntungkan.  

b).  Tujuan : 

  Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan pembangunan Pariwisata Nasional 

maupun daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam 

Rencana pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, melalui 

peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Meningkatkan Rata-rata Lama Tinggal 

Wisatawan dan Meningkatkan Pengeluaran Wisatawan. 

 

D. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA 

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan 

sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam 

mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

a).  Visi Gubernur. 

Nangun sat Kerthi loka Bali “ melalui pola Pembangunan Semesta Berencana 

Menuju Bali Era  Baru 

b).  MISI. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali, maka yang 

menjadi penekanan adalah misi ke 13, 14,  dan 15  sebagai berikut: 

 Misi 13 Mengembangan Destinasi dan Produk Pariwisata Pariwisata Baru Bebasis 

Budaya dan Berpihak Kepada Rakyat yang berintegritas Antar Kabupaten/Kota se- 

Bali 
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 Misi 14. Meningkatnya promosi pariwisata Bali di dalam dan Luar Negeri secara 

Bersinergi Antar Kabupaten /Kota se- Bali dengan Mengembangkan inovasi dan 

kreatifitas Baru 

 Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan secara 

Konprehensif 

 

c).  TUJUAN DAN SASARAN 

 Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu 

kepada pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak 

harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi 

yang ingin dicapai di masa mendatang. 

 Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan 

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari 

tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan 

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. 

 Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang 

dituangkan melalui Misi-misinya dalam Rencana Strategik Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

Misi 13 : Mengembangkan Destinasi Dan Produk  Pariwisata Baru Berbasis 

budaya dan Berpihak kepada Rakyat yang terintegrasi antara Kabupaten/ Kota 

se Bali. 

 Tujuannya adalah Berkembangnya Destinasi dan Produk Pariwisata 

Bidaya Berbasis Komunitas. 

 Sasarannya adalah  

1. Meningkatnya kualitas Destinasi pariwisata Budaya yang berbasis 

Komunitas. 

2. Berkembangnya  produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis 

budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali 

 

Misi 14: Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di dalam dan Luar Negeri 

secara Bersinergi antara Kabupaten/Kota se Bali, dengan mengembangkan 

kreativitas dan Inovasi .  

 Tujuannya adalah Meningkatnya pasar pariwisata Bali. 

 Sasarannya adalah Meningkatnya pasar Pariwisata Bali di pasar Domestik 

dan Global. 

 

Misi 15 : Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan secara 

Komfreensif. 
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 Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan. 

 Sasarannya adalah  

1. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan. 

2. Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata 

 

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan 

mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 

secara optimal, Dinas Pariwisata Provinsi Bali sudah melakukan beberapa kebijakan 

pengelolaan kepariwisataan melalui program kegiatan di bidang-bidang yang ada di Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali.  

Antara lain adalah:  

1. Bidang Destinasi Pariwisata 

2. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM 

3. Bidang Pemasaran Pariwisata 

4. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

 

d).  PROGRAM,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DINAS 

Dalam mengembangkan kepariwisataan secara berkelanjutan, berbagai upaya 

telah ditempuh DinasPariwisata Provinsi Bali melalui beberapa program, kegiatan, dab 

sub kegiatan yaitu : 

 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
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b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 

a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 

 Program Pemasaran Pariwisata 

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 

a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik 

Dalam dan Luar Negeri 

b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 

c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam 

dan Luar Neger 

d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 

 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemenfaatan dan Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual 

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 

a. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar 

Domestik 

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan 

Orang Kreatif 

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi 

Usaha Pemula 

2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  

a. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 

 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 

a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 

Lanjutan 

b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan 

Pariwisata 

c. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata 

(Tour Guide) Tingkat Lanjutan 
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d. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi 

Kreatif 

 

e).  IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas 

Indikator Kinerja Utama yang digunakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah Nilai 

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, sebagai tolok ukur Keberhasilan Indikator 

Kinerja Utama tersebut yaitu: 

1. MENINGKATNYA RATA-RATA LAMA TINGGAL WISMAN/WISNUS 

2. MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN/WISNUS 

3. MENINGKATNYA RATA - RATA PENGELUARAN WISMAN/WISNUS 

 

f).  PERMASALAHAN 

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali mengalami pemasalahan utama yang menyebabkan belum tercapainya 

target IKU, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Adapaun 

permasalahan yang dihadapi adalah Pandemi Covid 19 yang sangat berdampak untuk 

pariwisata Indonesia khususnya Bali yang menyebabkan penurunan jumlah kunjungan 

wisatawan yang sangat signifikan. Selain itu akibat adanya pandemi covid 19 ini 

menyebabkan rasionalisasi anggaran yang seharusnya untuk melaksanakan program, 

kegiatan, dan sub kegiatan dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19 sehingga 

berdampak tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan. 

Namun walaupun dalam situasi pandemi covid 19, Dinas Pariwisata tetap 

melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan atau recovery 

pariwisata pada masa pendemi ini, seperti : 

 Melakukan sosialisasi mengenai CHSE kepada pengelola Daya Tarik Wisata dan 

Desa Wisata. 

 Melakukan pendataan kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata. 

 Mengkoordinasikan kegiatan vaksinasi kepada tenaga kerja pariwisata. 

 Melaksanakan kegiatan pemilihan Jegeg Bagus Bali 2021, bekerjasama dengan 

Semeton Jegeg Bagus Bali. 

 Melaksanakan promosi pariwisata melalui media digital (sosial media), seperti 

:instagram, facebook, youtube, dll. 

 Melakukan sosialisasi kepada usaha pariwisata dan pengelola daya tarik wisata 

agar menerapkan dan menyiapkan barcode aplikasi peduli lindungi. 

 Menyusun SOP/ buku panduan Penerimaan Wisman. 

 Menyusun konten promosi pariwisata untuk aplikasi Love Bali. 

 Melaksanakan kegiatan “Selasa Pariwisata”. 

 Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Jeju, Korea Selatan dalam bidang 

promosi pariwisata, kerjasama ini merupakan bagian dari Inter-Islands Tourism 

Policy (ITOP) Forum 

 Melakukan sertifikasi CHSE terhadap usaha pariwisata. 
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 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan CHSE pada DTW dan 

usaha-usaha pariwisata 

 Mendata usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. 

 

E. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah; 

11. Perpres Nomor 29 Tahun 2014tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP); 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pedoman Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM88/HK.501/MKP/2010 

tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata; 

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM90/HK.501/MKP/2010 

tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 20019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018 

– 2023; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar 

Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata 

Bali; 

21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

22. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2018-

2023. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2021 disusun sebagai berikut : 
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BAB  I PENDAHLUAN 

  BAB I menguraikan tentang Gambaran Umum, Struktur Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi Perangkat 

Daerah, Dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan. 

BAB  II PERENCANAAN KINERJA 

  BAB II menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan 

BAB  III AKUNTABILITAS KINERJA 

  BAB III menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi 

anggaran 

BAB  IV PENUTUP 

  BAB IV Penutup, menerangkan kesimpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta saran dan langkah yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerja. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini, mengacu 

pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan 

PerMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyampaikan 

dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021. 

 

A. PERENCANAAN  

Perencanaanmerupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali Tahun 2018-2023.Rencana Kerja Tahunan(RKT) dalam hal ini  adalah 

kegiatan yangtertuang dalam APBD tahun anggaran 2021 disusun setiaptahun dan 

memuat informasi tentang indikator kegiatan dan capaian program yaitu input, output, 

tujuan dan sasaran kegiatan.Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana 

kinerja sebagaipenjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai 

kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan seiring dengan agenda 

penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk 

mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kerja ditetapkan Rencana Capaian 

Kerja Tahunan untuk seluruh indikator kerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan 

melalui Penetapan Kerja 2021. 

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin 

dicapaidalam tahun yang bersangkutan, Indikator kerja Sasaran, dan Rencana 

Capaiannya;Program, Kegiatan, Sub Kegiatanserta Kelompok Indikator Kerja dan 

Rencana Capaiannya. IndikatorKerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif 

yangmenggambarkan tingkat pencapaiansuatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan 

Indikator Kerja Kegiatan harusdidasarkan pada perkiraan yang realistis dengan 

memperhatikan tujuan dan sasaran yangditetapkan serta data pendukung yang harus di 

organisasi.  

 

B. Rencana Strategis 

 Dalam sistem Laporan Kerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu 

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam 

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

pendekatanperencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat 

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi 

dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerja. 

Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2021 ini, mengacu pada 

Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, berpedoman 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan Peraturan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali, Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

tahun 2018-2023 karena itu merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun 

dan dirumuskansetiap lima tahun (perencanaan jangka menengah daerah).Dokumen 

RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang strategis, yang nantinya bisa 

diberikan solusi melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas dan diterjemahkan 

kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan 

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan 

skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 

Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah menentukan kendala dan tantangan Pariwisata 

Bali, diantaranya adalah : 

 

Tabel 2.1 Isu Strategis dan Solusi Tahun 2021 

No. Isu-Isu Strategis Solusi Melalui Program 

1 Pandemi Covid 19 yang berdampak 

signifikan terhadap sektor Pariwisata Bali 

- Program Peningkatan Daya Tarik 

Destinasi Pariwisata 

- Program Pengembangan Sumber 

Daya Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 

- Program Pemasaran Pariwisata 

- Program Pengembangan Ekonomi 

Kreatif melalui Pemanfaatan dan 

Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual 

 

Pandemi Covid 19 yang Berdampak Signifikan terhadap sektor Pariwisata Bali 

Hal ini terjadi karena Pandemi Covid 19 yang berdampak pada penurunan jumlah 

kunjungan wisatawan, berpengaruh terhadap rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-

rata pengeluaran wisatawan sehingga berpengaruh terhadap PDRB sektor pariwisata. 

 

Dalam penyusunan Rencana Strategis, Dinas Pariwisata berpedoman kepada Visi 

dan Misi Gubernur yang diampu Dinas Pariwisata. Visi Pemprov Bali saat ini yaitu 

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju 

Bali Era Baru, dan Dinas Pariwisata Sendiri mengampu 3 misi dari 22 misi yang ada yaitu : 

- Misi 13 : Mengembangkan Destinasi dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya 

dan Berpihak Kepada Rakyat yang Terintegrasi antar Kabupaten/Kota se-Bali 



16 

 

- Misi 14 : Meningkatkan Promosi Pariwisat Bali di Dalam dan di Luar Negeri Secara 

Bersinerti antar Kabupaten/Kota se-Bali dengan Mengembangkan Kreativitas Inovasi 

- Misi 15 : Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara 

Komprehensif 

Dari ketiga misi tersebut ditetapkan 3 tujuan dan 5 sasaran strategis yang akan 

dituangkan dalam tabel tujuan dan sasaran seperti berikut : 
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Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 
Target Kinerja Pada Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Berkembangnya destinasi 

dan produk pariwisata 

budaya berbasis komunitas 

Meningkatnya kualitas 

destinasi pariwisata budaya 

berbasis komunitas 

Jumlah destinsi pariwisata budaya 

berbasis komunitas local 

- 2 Destinasi 18 Destinasi 21 Destinasi 31 Destinasi 

Berkembangnya produk 

pariwisata kreatif dan inovatif 

berbasis budaya di 

kabupaten/kota Provinsi Bali 

Jumlah produk pariwisata berbasis 

budaya 

- 3 Produk 

Wisata 

- 40 Produk 

Wisata 

50 Produk 

Wisata 

2 

 

 

Meningkatnya pasar 

pariwisata Bali 

Meningkatnya pasar 

pariwisata Bali di pasar 

domestik dan global 

Jumlah devisa sektor pariwisata - 8.542.500 

USD 

1.371.680.000 

USD 

2.642.000.000 

USD 

3.323.470.000 

USD 

Persentase promosi pariwisata 

melalui media elektronik dan 

online/digital 

- 50% 40 % 50% 60% 

3 Meningkatnya kualitas 

pelayanan kepariwisataan 

Meningkatnya tingkat 

kepuasan wisatawan  

Persentase kunjungan berulang 

wisatawan mancanegara dan 

nusantara 

40% dan 

60% 

40% dan 

60% 

40% dan 60% 40% dan 60% 40% dan 60% 

  Meningkatnya kualitas SDM 

Pariwisata 

Persentase SDM Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif yang bersertifikat 

ditempatkan sesuai dengan 

kompetensinya 

41% 42% 30% 30% 40% 
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C. Rencana Kinerja Tahun Berjalan 

Berdasarkan Rencana Strategis yang ditentukan, untuk saat ini akan difokuskan 

pada tahun 2021 yang akan dituangkan dalam tabel rencana kerja tahun 2021, sebagai 

berikut 

 

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 

1 Berkembangnya 

destinasi dan 

produk pariwisata 

budaya berbasis 

komunitas 

Meningkatnya kualitas 

destinasi pariwisata 

budaya berbasis 

komunitas 

Jumlah destinsi pariwisata 

budaya berbasis komunitas 

lokal 

Destinasi 18 

Berkembangnya produk 

pariwisata kreatif dan 

inovatif berbasis budaya 

di kabupaten/kota 

Provinsi Bali 

Jumlah produk pariwisata 

berbasis budaya 

Produk 

Wisata 

- 

2 Meningkatnya pasar 

pariwisata Bali 

Meningkatnya pasar 

pariwisata Bali di pasar 

domestik dan global 

Jumlah devisa sektor 

pariwisata 

USD 1.371.680.000 

Persentase promosi 

pariwisata melalui media 

elektronik dan online/digital 

Persen 40 

3 Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

kepariwisataan 

Meningkatnya tingkat 

kepuasan wisatawan 

Persentase kunjungan 

berulang wisatawan 

mancanegara dan nusantara 

Persen 40 dan 60 

Meningkatnya kualitas 

SDM Pariwisata 

Persentase SDM Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang 

bersertifikat ditempatkan 

sesuai dengan 

kompetensinya 

Persen 30 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk tahun 2021 : 

 Sasaran meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis kimunitas 

dengan indikator jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas lokal 

memiliki target 18 destinasi. 

 Sasaran berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di 

kabupaten/kota Provinsi Bali dengan indikator jumlah produk pariwisata berbasis 

budaya tidak memiliki target di tahun 2021 dikarenakan tidak adanya alokasi 

anggaran untuk kegiatan yang menunjang sasaran tersebut. 

 Sasaran meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global dengan 

dua indikator yaitu indikator pertama jumlah devisa sektor pariwisata dengan target 

1.371.680.000 USD dan indikator kedua yaitu persentase promosi pariwisata 

melalui media elektronik dan online/digital dengan target 40 persen. 
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 Sasaran meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan dengan indikator persentase 

kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara memiliki target 40 

persen dan 60 persen. 

 Sasaran meningkatnya kualitas SDM pariwisata dengan indikator persentase SDM 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan 

kompetensinya memiliki target 30 persen. 

 

D. Perjanjian Kinerja 

Berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun 2021 diatas, dirumuskan 

perjanjian kinerja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata 
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Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat yang diperjanjikan Kepala Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali kepada Gubernur Bali yaitu Meningkatnya kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PDRB dengan indikator Nilai kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PDRB memiliki target Rp. 37.317.568.750.000. 

Untuk mencapai target kinerja tersebut, berikut akan dijabarkan Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indkator, target, dan pagu anggarannya. 
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Tabel 2.4 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Target 
Anggaran 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 12.425.810.907 

(a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah 

24 dokumen 119.711.704 

1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 4 dokumen 40.888.698 

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah dokumen RKA yang disusun 1 dokumen 546.300 

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun 1 dokumen 402.700 

4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD 

Jumlah DPA yang disusun 1 dokumen 442.700 

5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah perubahan DPA yang disusun 1 dokumen 442.700 

6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang 

disusun 

15 dokumen 39.164.958 

7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 1 dokumen 37.823.648 
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Daerah 

(b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai 

dengan ketentuan 

534 dokumen 10.767.696.764 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar 

sesuai ketentuan 

86 dokumen 10.767.696.764 

(c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 6 jenis 148.580.835 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

Jenis komponen listrik dan baterai yang disediakan 6 jenis 5.000.000 

2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jenis alat-alat kantor yang disediakan  31 jenis 18.938.835 

3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan 4 jenis 55.840.000 

4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 10 jenis 9.006.000 

5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-undangan 

Jenis bahan bacaan yang disediakan 1 jenis 10.680.000 

6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 2 jenis 49.116.000 

(d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan 3 jenis 391.278.340 
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1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi 1 jenis 3.000.000 

2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik 4 jenis 178.800.000 

3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah gedung kantor dan penataan taman 5 jenis 209.478.340 

(e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan 

daerah yang disediakan 

3 jenis 998.543.264 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah alat transportasi yang dipelihara 4 jenis 246.657.200 

2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Terlaksananya urusan pemerintah 3 jenis 674.576.064 

3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 3 jenis 77.310.000 

B Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 

Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing 2,56% 121.360.569 

(a) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

Provinsi 

Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing 13 DTW 121.360.569 

1 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan - 8 DTW Alam 121.360.569 
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Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan 

Provinsi 

berkelanjutan 

- Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi 

- 5 DTW Buatan 

  

C Program Pemasaran Pariwisata Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan -29,16% 229.927.053 

(a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan 

Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 

Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata 2.209.400 orang 229.927.053 

1 Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui 

Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 

Baik Dalam dan Luar Negeri 

Jumlah tayangan informasi pariwisata di media 150 tayangan 37.476.448 

2 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan 

Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar 

Negeri 

Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan 1 event dalam 

negeri 

37.476.448 

3 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan 

Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, 

Baik Dalam dan Luar Negeri 

Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media 

teknologi 

1 dokumen 78.111.551 

4 Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan 

Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar 

Negeri 

Jumlah sarana promosi wisata digital 1 Video 76.862.606 

D Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual 

Persentase pengajuan usaha ekonomi kreatif yang memanfaatkan 

perlindungan hak kekayaan intelektual 

1 % 194.634.325 

(a) Kegiatan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Kota Kreatif 

Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif 9 sarana dan 

prasarana 

155.290.777 
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1 Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk 

Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar 

Domestik 

Jumlah pameran produk kreatif 1 pameran 1.670.715 

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan 

Orang Kreatif 

- Jumlah jaringan orang kreatif 

- Jumlah ruang kreasi 

- 9 jaringan 

- 9 ruang kreasi 

76.967.946 

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi 

Usaha Pemula 

- Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun 

- Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula 

- 100 buku 

- 18 usaha 

76.652.116 

(b) Kegiatan Pengembangan Ekosistem 

Ekonomi Kreatif 

Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan 9 ekosistem 39.343.548 

1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi 

Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya 

bali yang disusun 

1 dokumen 39.343.548 

E Prorgam Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki 

sertifikat 

43% 1.285.154.044 

(a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 

Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata 

dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan 

375 orang 1.285.154.044 

1 Sub  Kegiatan Pengembangan Kompetensi 

SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Lanjutan 

Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi 40 orang 244.786.294 

2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta 

Masyarakat dalam Pengembangan 

- Jumlah kelompok sadar wisata yang mendapatkan pembinaan 

tentang kepariwisataan 

- 2 kelompok 

 

510.052.750 
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Kemitraan Pariwisata - Jumlah pengelola desa wisata yang mendapatkan pelatihan 

- Jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan 

- Jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan 

- Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi 

pariwisata 

- 40 orang 

- 40 orang 

- 40 orang 

- 20 orang 

3 Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi Bidang Homestay dan 

Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat 

Lanjutan 

Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan 120 orang 370.183.400 

4 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Ekonomi Kreatif 

- Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan 

- Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi 

pariwisata 

- 30 orang 

- 45 orang 

159.702.406 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud nyata Instansi 

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi 

mandat atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, dan program dalam rangka pencapaian 

tujuan dan sasaran dalam suatu media Pelaporan (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2021ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana 

Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan 

tahun anggaran 2021. 

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur Renstra mengandung arti bahwa akhir 

tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian 

kinerja.Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan 

realisasinya yang digunakan untuk menilaikeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

kegiatan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 

 

A. PENGUKURAN KINERJA. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintah 

yang akuntable, bersih dan berwibawa (good governmance). Salah satunya adalah 

dengan mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai mediapertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana 

Strategis yang sudah ditetapkan. Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 

2021ini didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis yang telah ditetapkan 

sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021. 

 

B. PENCAPAIAN KINERJA 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2021 tidak saja 

hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan 

masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan 

dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan 

dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. 

Tolak ukur keberhasilan sektor pariwisata antara lain dapat dilihat dari 

keberhasilan capaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Prov Bali yaitu Nilai 

kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRBsetiap tahunnya. Hasil Pengukuran Kinerja 

dalam suatu sasaran dan prosentase pencapaian masing-masing indikator sasaran 

terhadap tahun 2021dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama  

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Capaian 

Tahun 

2020 

2021 Target Akhir 

Tahun Renstra 

2023 

Capaian s/d 2021 

terhadap 2023 (%) Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Meningkatnya Kontribusi 

Sektor Pariwisata Terhadap 

PDRB 

Nilai Kontribusi Sektor 

Pariwisata Terhadap PDRB 

Rp. 

42.060.0

00.000.0

00 

Rp. 

37.317.568.750.000 

Rp. 

36.920.000.000.00

0 

98,93 Rp. 

238.307.568.7

50.000 

57,79 
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C. EVALUASI KINERJA  

Secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Bali  telah dapat melaksanakan tugas 

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi 

Bali Tahun 2018-2023. Dari 3 Misi yang di tuangkan  Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang 

ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021dan sebagaimana telah ditetapkan juga dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-

2023 memiliki indikator sasaran sebanyak 5 dan tujuan sebanyak 3 untuk misi 13, 14, dan 

15 pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2021. 

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang 

dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara 

membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir 

Pengukuran Kinerja.Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi 

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait 

dengan Core Bussines Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai pusat pelayanan jasa 

terpadu di bidang pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi kinerja, dituangkan 

dalam tabel betikut : 
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Tabel 3.2 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

2021 
Analisis 

Keberhasilan/Kegagalan 

Solusi yang 

Dilakukan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Meningkatnya Kontribusi 

Sektor Pariwisata Terhadap 

PDRB 

Nilai Kontribusi Sektor 

Pariwisata Terhadap 

PDRB 

Rp. 

37.317.568.750.000 

Rp. 

36.920.000.000.000 

98,93 Proyeksi pada Triwulan 4 

target tercapai. 

Pencapaian target tersebut 

didukung oleh : 

1. Promosi pasar domestik 

melalui program Work 

From Bali (MICE) 

2. Persyaratan perjalanan 

dalam negeri 

dipermudah. 

3. Kesiapan destinasi 

dalam penerapan CHSE 

4. Akselerasi vaksinasi 

terhadap tenaga kerja 

pariwisata dan 

masyarakat  

- 
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Tabel 3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Capaian 

% 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Capaian 

% 

Menunjang/Tidak 

Menunjang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Berkembangnya destinasi 

dan produk pariwisata 

budaya berbasis 

komunikas 

Meningkatnya rata-rata 

lama tinggal wisatawan 

mancanegara dan 

nusantara 

109    Menunjang 

1 Meningkatnya kualitas 

destinasi pariwisata 

budaya berbasis 

komunitas 

Jumlah destinasi 

pariwisata budaya 

berbasis komunitas lokal 

100 Program peningkatan daya 

tarik destinasi pariwisata 

Persentase daya tarik wisata 

yang berdaya saing 

100 Menunjang 

Kegiatan pengelolaan daya 

tarik wisata provinsi 

Jumlah daya tarik wisata 

yang berdaya saing 

100 Menunjang 

Sub kegiatan monitoring 

dan evaluasi pengelolaan 

daya tarik wisata unggulan 

provinsi 

Jumlah daya tarik wisata 

alam yang berkualitas dan 

berkelanjutan 

100 Menunjang 

Jumlah daya tarik wisata 

buatan yang berinovasi 

2 Berkembangnya produk 

pariwisata kreatif dan 

inovatif berbasis budaya di 

kabupaten/kota Provinsi 

Bali 

Jumlah produk pariwisata 

berbasis budaya 

- Program peningkatan daya 

tarik destinasi pariwisata 

Persentase produk pariwisata 

yang kreatif dan inovatif 

- - 

Kegiatan - - - - 

Sub kegiatan - - - - 
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B Meningkatnya pasar 

pariwisata Bali 

Kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PDRB 

86,53    Menunjang 

1 Meningkatnya pasar 

pariwisata Bali di pasar 

domestik dan global 

Jumlah devisa sektor 

pariwisata 

18,98 Program pemasaran 

pariwisata 

Persentase peningkatan 

jumlah kunjungan wisatawan 

100 Menunjang 

Persentase promosi 

pariwisata melalui media 

elektronik dan 

online/digital 

100 

Kegiatan pemasaran 

pariwisata dalam dan luar 

negeri daya tarik, destinasi, 

dan kawasan strategis 

pariwisata provinsi 

Jumlah masyarakat yang 

mengakses infomasi 

pariwisata 

158 Menunjang 

Sub kegiatan penguatan 

promosi melalui media 

cetak, elektronik, dan media 

lainnya baik dalam dan luar 

negeri 

Jumlah tayangan informasi 

pariwisata di media 

227 Menunjang 

Sub kegiatan fasilitasi 

kegiatan pemasaran 

pariwisata baik dalam dan 

luar negeri 

Jumlah promosi di dalam dan 

luar negeri yang 

dilaksanakan 

0 Menunjang 

Sub kegiatan penyediaan 

data dan penyebaran 

informasi pariwisata 

Jumlah informasi 

kepariwisataan yang 

tersampaikan melalui media 

100 Menunjang 
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provinsi, baik dalam dan 

luar negeri 

teknologi 

Sub kegiatan peningkatan 

kerjasama dan kemitraan 

pariwisata dalam dan luar 

negeri 

Jumlah sarana promosi 

wisata digital 

100 Menunjang 

        

C Meningkatnya kualitas 

pelayanan pelayanan 

kepariwisataan 

Indeks kepuasan 

wisatawan 

111    Menunjang 

1 Meningkatnya tingkat 

kepuasan wisatawan 

Persentase kunjungan 

berulang wisatawan dan 

nusantara 

50 Program pengembangan 

ekonomi kreatif melalui 

pemanfaatan dan 

perlindungan hak kekayaan 

intelektual 

Persentase pengajuan usaha 

ekonomi kreatif yang 

memanfaatkan perlindungan 

hak kekayaan intelektual 

0 Menunjang 

Kegiatan penyediaan 

sarana dan prasarana kota 

kreatif 

Jumlah saran dan prasarana 

kota kreatif 

100 Menunjang 

Sub kegiatan perluasan 

pasar produk kreatif baik di 

pasar ekspor maupun 

domestic 

Jumlah pameran produk 

kreatif 

0 Menunjang 
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Sub kegiatan koordinasi 

dan sinkronisasi 

pengembangan ruang 

kreasi dan jaringan orang 

kreatif 

Jumlah jaringan orang kreatif 77,78 Menunjang 

Jumlah ruang kreasi 

Sub kegiatan koordinasi 

dan sinkronisasi 

peningkatan usaha kreatif 

terutama bagi usaha 

pemula 

Jumlah buku direktori usaha 

pariwisata yang tersusun 

50 Menunjang 

Jumlah usaha kreatif bagi 

usaha pemula 

    Kegiatan pengembangan 

ekosistem ekonomi kreatif 

Jumlah ekosistem ekonomi 

kreatif yang dikembangkan 

0 Menunjang 

Sub Kegiatan penyusunan 

rencana aksi 

pengembangan ekonomi 

kreatif 

Rancangan rencana aksi 

pengembangan ekraf 

berbasis budaya bali yang 

disusun 

0 Menunjang 

2 Meningkatnya kualitas 

SDM pariwisata 

Persentase SDM 

pariwisata dan ekonomi 

kreatif yang bersertifikat 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensinya 

43,33 Program pengembangan 

sumber daya pariwisata dan 

ekonomi kreatif 

Persentase SDM pariwisata 

dan ekonomi kreatif yang 

memiliki sertifikat 

100 Menunjang 

Kegiatan pelaksanaan 

peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia dan 

Jumlah SDM pariwisata yang 

bersertifikat kompetensi 

pariwisata dan SDM ekonomi 

100 Menunjang 
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ekonomi kreatif tingkat 

lanjutan 

kreatif yang bersertifikat 

pelatihan 

Sub kegiatan 

pengembangan kompetensi 

SDM pariwisata dan 

ekonomi kreatif tingkat 

lanjutan 

Jumlah SDM yang 

mendapatkan pelatihan 

dibidang digitalisasi 

100 Menunjang 

    Sub kegiatan peningkatan 

peran serta masyarakat 

dalam pengembangan 

kemitraan pariwisata 

Jumlah kelompok sadar 

wisata yang mendapatkan 

pembinaan tentang 

kepariwisataan 

100 Menunjang 

Jumlah pengelola desa 

wisata yang mendapatkan 

pelatihan 

Jumlah pengelola kuliner 

yang mendapatkan pelatihan 

Jumlah pengelola pondok 

wisata yang mendapatkan 

pelatihan 

Jumlah SDM pariwisata yang 

bersertifikat kompetensi 

pariwisata 
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Sub kegiatan pelatihan 

berbasis kompetensi bidang 

homestay dan pemandu 

wisata (tour guide) tingkat 

lanjutan 

Jumlah pemandu wisata 

yang mendapatkan pelatihan 

100 Menunjang 

    Sub kegiatan fasilitasi 

pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia 

ekonomi kreatif 

Jumlah SDM usaha kreatif 

yang mendapatkan pelatihan 

100 Menunjang 

Jumlah tenaga kerja hotel 

yang bersertifikat kompetensi 

pariwisata 
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D. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali tahun 2021 pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp  3.600.000,00 

terealisasi sebesar Rp.3.600.000,00 (100%),- jadi Total Dana Pendapatan adalah 

Rp.3.600.000,00 

Untuk melaksanakan program kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada tahun 

2021 segala biaya bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 

yang meliputi : 

1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 10.768.206.764,00 realisasinya sebesar 

Rp. 9.965.164.604,00 (92,54%) 

2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 3.488.680.134,00 realisasinya 

sebesar Rp. 3.246.625.184,00 (93,06%). 

Dalam belanja barang dan jasa yang dialokasikan sebesar Rp. 3.488.680.134,00, 

terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Pelayanan Kepariwisataan sebesar 

Rp. 862.578.000,00. Dana tersebut diperuntukan untuk 7 (tujuh) jenis pelatihan SDM 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dialokasikan pada Program Pengembangan 

Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan Pelaksanaan  Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, 

dengan sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Lanjutan 

2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan 

Kemitraan Pariwisata 

3. Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu 

Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan. 

 

Belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan ASN dan honorarium pejabat 

pengadaan. Realisasi fisik belanja pegawai sudah 100%, realisasi keuangan 92,54%, hal 

ini disebabkan adanya mutasi pegawai, pegawai pensiun, serta tunjangan kinerja bulan 

desember yang seharusnya dibayar bulan desember dibayar bulan januari tahun 

berikutnya. Belanja barang dan jasa meliputi belanja untuk membiayai 

program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan 

realisasi fisik 99,62%, realisasi keuangan 93,06% hal ini disebabkan karena adanya 

belanja untuk perjalanan dinas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non 

Fisik-Pelayanan Kepariwisataan tidak terlaksana dan efisien anggaran. Berikut merupakan 

tabel rekapitulasi Anggaran Tahun 2021 Dinas Pariwisata Provinsi Bali, antara lain : 
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Tabel 3.4 Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Capaian 

% 

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 12.425.810.907 11.501.608.807 92,56 

(a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 119.711.704 117.652.731 98,28 

1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.888.698 40.220.385 98,37 

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 546.300 398.700 72,98 

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 402.700 269.500 66,92 

4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 442.700 301.000 67,99 

5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 442.700 301.000 67,99 

6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

39.164.958 38.416.398 98,09 

7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.823.648 37.745.748 99,79 

(b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.767.696.764 9.964.654.604 92,54 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.767.696.764 9.964.654.604 92,54 

(c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.580.835 127.480.901 85,80 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.654.221 93,08 

2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.938.835 17.295.665 91,32 

3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.840.000 50.351.600 90,17 

4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.006.000 7.708.290 85,59 

5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.680.000 6.992.000 65,47 

6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.116.000 40.479.125 82,42 
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(d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 391.278.340 355.009.452 90,73 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 100,00 

2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 178.800.000 142.854.972 79,90 

3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.478.340 209.154.480 99,85 

(e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 998.543.264 936.811.119 93,82 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

246.657.200 220.657.300 89,46 

2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 674.576.064 640.139.320 94,90 

3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

77.310.000 76.014.499 98,32 

B Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 121.360.569 120.272.339 99,10 

(a) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 121.360.569 120.272.339 99,10 

1 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 121.360.569 120.272.339 99,10 

C Program Pemasaran Pariwisata 229.927.053 229.042.288 99,61 

(a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan 

Strategis Pariwisata Provinsi 

229.927.053 229.042.288 99,61 

1 Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik 

Dalam dan Luar Negeri 

37.476.448 37.476.448 100,00 

2 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 37.476.448 37.476.448 100,00 

3 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan 

Luar Negeri 

78.111.551 77.356.496 99,03 

4 Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 76.862.606 76.732.896 99,83 
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D Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual 

194.634.325 190.523.506 97,89 

(a) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 155.290.777 151.414.468 97,50 

1 Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik 1.670.715 1.504.410 90,05 

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang 

Kreatif 

76.967.946 76.520.056 99,42 

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha 

Pemula 

76.652.116 73.390.002 95,74 

(b) Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 39.343.548 39.109.038 99,40 

1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 39.343.548 39.109.038 99,40 

E Prorgam Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1.285.154.044 1.170.342.848 91,07 

(a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Lanjutan 

1.285.154.044 1.170.342.848 91,07 

1 Sub  Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 

Lanjutan 

244.786.294 227.849.739 93,08 

2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 510.052.750 442.384.003 86,66 

3 Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour 

Guide) Tingkat Lanjutan 

370.183.400 342.955.860 92,64 

4 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 159.702.406 157.153.246 98,40 

 TOTAL 14.256.886.898 13.211.789.788 92,67 
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Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Kinerja Anggaran 
Tingkat 

Efisiensi Target Realisasi 
Capaian 

% 
Anggaran Realisasi 

Capaian 

% 

A Berkembangnya destinasi 

dan produk pariwisata 

budaya berbasis 

komunitas 

Meningkatnya rata-rata lama 

tinggal wisatawan 

mancanegara dan nusantara 

2,68 hari dan 

2,01 hari 

3,00 hari 

dan 2,12 

109 Rp. 

121.360.569 

Rp. 

120.272.339 

99,10 99,00 

1 Meningkatnya kualitas 

destinasi pariwisata 

budaya berbasis 

komunitas 

Jumlah destinasi pariwisata 

budaya berbasis komunitas 

lokal 

18 destinasi 18 destinasi 100 Rp. 

121.360.569 

Rp. 

120.272.339 

99,10 99,00 

2 Berkembangnya produk 

pariwisata kreatif dan 

inovatif berbasis budaya di 

kabupaten/kota Provinsi 

Bali 

Jumlah produk pariwisata 

berbasis budaya 

- - - - - - - 

B Meningkatnya pasar 

pariwisata Bali 

Kontribusi sektor pariwisata 

terhadap PDRB 

18,34 % 15,87% 86,53 Rp. 

229.927.053 

Rp. 

299.042.288 

99,61 98,69 

1 Meningkatnya pasar 

pariwisata Bali di pasar 

domestik dan global 

Jumlah devisa sektor 

pariwisata 

1.371.680.000 

USD 

322.700.000 

USD 

23,52 Rp. 

229.927.053 

Rp. 

229.042.288 

99.61 98,69 

Persentase promosi 

pariwisata melalui media 

40 % 40% 100 
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elektronik dan online/digital 

C Meningkatnya kualitas 

pelayanan kepariwisataan 

Indeks kepuasan wisatawan 81 % 90% 111 Rp. 

1.479.788.369 

Rp. 

1.360.866.354 

91,96 99,00 

1 Meningkatnya tingkat 

kepuasan wisatawan 

Persentase kunjungan 

berulang wisatawan 

mancanegara dana nusantara 

40 % dan 

60% 

0% dan 

50% 

50 Rp. 

194.634.325 

Rp. 

190.523.506 

97,89 99.00 

2 Meningkatnya kualitas 

SDM pariwisata 

Persentase SDM pariwisata 

dan ekonomi kreatif yang 

bersertifikat ditempatkan 

sesuai dengan kompetensinya 

30 % 13% 43,33 Rp. 

1.285.154.044 

Rp. 

1.170.342.848 

91,07 99,00 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Tinjauan Umum 

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 

2021 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 

3) Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian sasaran 

yang telah disusun dalam LKJIP Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2021, kinerja 

Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang berbasis anggaran termasuk katagori cukup 

dengan rata - rata capaian kinerja 55 s.d. <70.  

 

B. Tinjauan Khusus 

Meskipun Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan baik namum sistem penilaian kinerja tersebut perlu 

terus disosialisasikan di unit kerja sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya 

pengukuran dan penilaian kinerja tersebut. Dalam mencapai kinerja tersebut tidak terlepas 

dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun external. 

 

C. Saran 

Untuk mencapai kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang lebih baik pada tahun-

tahun mendatang, maka perlu penjabaran yang lebih jelas mengenai: 

1) Upaya peningkatan kinerja dilingkungan unit kerja untuk mengoptimalkan 

setiapsumber daya, guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018-2023. Untuk itu 

perlu dibangun budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai yang 

diimbangi dengan peningkatan kesejahteraannya. 

2) Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran perlu disempurnakan melalui 

upaya identifikasi, pengembangan inovasi, dan konsultasi secara terus menerus 

sehingga dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran 

kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 

3) Pengukuran kinerja perlu dikembangkan dengan tahapan penetapan data dasar, 

pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sehingga 

program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan sangat efektif. Efisien, 

dan akuntabel. 
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Bali,       Januari 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


